
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR       TAHUN  

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1994 

TENTANG PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang  : a. bahwa kebijakan pengarahan mobilitas dan/atau 

persebaran penduduk dimaksudkan untuk 
mewujudkan keseimbangan antara jumlah penduduk 
dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan 
binaan dan daya tampung lingkungan sosial  secara 
optimal; 

b. bahwa kebijakan pengarahan mobilitas dan/atau 
persebaran penduduk sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang 
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, belum 
menampung perkembangan mobilitas penduduk yang 
semakin tinggi pada era otonomi daerah sehubungan 
dengan kemajuan teknologi informasi dan 
transportasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 
tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; 

 
Mengingat  :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara   

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2.  Undang-Undang . . . 
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang 
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3559); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1994 
TENTANG PENGELOLAAN PERKEMBANGAN 
KEPENDUDUKAN. 

Pasal I . . . 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan 
Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), 
diubah sebagai berikut: 
 
1. Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan  

1 (satu) angka, yakni angka 7A yang berbunyi 
sebagai berikut:  

 
Pasal 1 

7A. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya 
untuk mencapai persebaran penduduk secara 
optimal, berdasarkan pada keseimbangan 
antara jumlah penduduk dengan daya dukung 
alam, daya tampung lingkungan binaan, dan 
daya tampung lingkungan sosial. 

 
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 13 

Pengarahan Mobilitas Penduduk bertujuan untuk : 
a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yang berdaya saing 
global;  

b. menciptakan keserasian, keselarasan dan 
keseimbangan antara daya dukung alam, daya 
tampung lingkungan binaan, dan daya 
tampung lingkungan sosial dengan  jumlah 
penduduk antarprovinsi, antarkabupaten/ 
kota, dalam rangka pembangunan daerah;  

c.   mengelola . . . 
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c. mengelola pertumbuhan penduduk di suatu 
daerah tertentu;  

d. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi baru guna menciptakan lapangan 
kerja dan peluang usaha; dan 

e. meningkatkan ketahanan nasional untuk 
memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

 
3. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 4 (empat) 

bab baru, yakni BAB IVA, BAB IVB, BAB IVC, dan 
BAB IVD yang berbunyi sebagai berikut: 

  
BAB IVA 

MOBILITAS PENDUDUK 
 

Pasal 16A 

(1) Mobilitas penduduk dilaksanakan secara 
permanen dan/atau nonpermanen.  

(2) Mobilitas penduduk  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)   meliputi: 
a. mobilitas penduduk dalam kabupaten/ 

kota; 
b. mobilitas penduduk antarkabupaten/kota 

dalam provinsi; dan 
c. mobilitas penduduk antarkabupaten/kota 

antarprovinsi. 
 

Pasal 16B 

(1) Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16A ayat (2), dapat dilakukan atas 
kemauan sendiri, fasilitas Pemerintah, 
dan/atau fasilitas pemerintah daerah.  

(2)   Mobilitas . . . 
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(2) Mobilitas penduduk atas fasilitas pemerintah 
daerah dapat dilaksanakan melalui kerja sama 
antardaerah. 

 
BAB IVB 

ARAH KEBIJAKAN 
DAN PENYELENGGARAAN MOBILITAS PENDUDUK 

 
Bagian Kesatu 

Arah Kebijakan Mobilitas Penduduk  
 

Pasal 16C 

Kebijakan mobilitas penduduk diarahkan pada 
pencapaian persebaran penduduk secara optimal 
dalam kabupaten/kota, antarkabupaten/kota 
dalam provinsi, dan/atau antarprovinsi. 

 
Pasal 16D 

(1)  Persebaran  penduduk  dalam  kabupaten/ 
kota, antarkabupaten/kota dalam provinsi, 
dan/atau antarprovinsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16C, didasarkan pada 
keseimbangan antara jumlah penduduk 
dengan daya dukung alam, daya tampung 
lingkungan binaan, dan daya tampung 
lingkungan sosial. 

(2)  Keseimbangan antara jumlah penduduk 
dengan daya dukung alam, daya tampung 
lingkungan binaan dan daya tampung 
lingkungan sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), didasarkan pada keseimbangan 
yang rasional dengan lingkungan, selaras 
dengan perkembangan regional, kawasan 
perkotaan, dan/atau kawasan perdesaan. 

(3)   Penetapan . . . 
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